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ABSTRAK

Tarnh merupakan permukosn bumi vang sanged penting bagi kehidupan manusin, karcna fanah dopas
diperpunakan untuk kepentingan seperti perianiay, perkebuman, penkonen sertn unduk temipat linggel. Dengon
perumbuhan manusin yang semakin banyak dan semakin berambah sefiap hari, seria dengan cepatnya laju
permumbaban pembangunon di bidang indusir dan perdaganpan, meneakibatkan waeab vang tersedia semakin
sempat dan mahal. (el korena o kejahaton yang berkaitan dengan tanah semakin meningkad, sloh situnya
nddulnh perbustan pemakaian tanak tanpa izin vang berhok wou kunsanyn, Perbuaton pemaokoion taneh 1anpa
izin yong berhak atau kuasanya ini telsh dizlur secor tepes dalam Undang-undang Momor 31 Prp Tahun 1960
temlang lorangnn pemakaian larah @npa izin yang berhak atau koosanya. Mamun adanya sanksi pads
pelanggaran Pasal & undang-undang tersebut tidak menjadi penghalang bagt para pibak unink melakukan
perbuntien pemskasan ndh opa izin yang berhak atw kopsanya, Permasalahon vang dibahas dalom
| penulisen ini odalsh 1Bagaimans implementasi sanksi pidana terhadop perbuatan pemakaian tanoh tanpa izin

yang berhok alau kuasanya vanp dintor dolam Pasal & Undang-vndang Seasor 21 Brp Tahon 1960 di
| Brappadilan Negerl Koto Bama. 23Bacoimano beniuk sanks) padana sang diterapban oleh hakim bage pelako
: ving terbuksi melakokan perbusian pemakatan tanab tanpa izin vang berhak atou Ywasanva i Pengadilan
‘“{r-|_:|;-ri Koo e, 3pApa kool VAL ditermmu aleh hakim dalam e an iyl & I'|'._1J|'|-__--|_||'|.Juna: SofTeef
A Prp Tahun 15960 dolam persidangan i Pengadilan Megeri Kow Baru, Metode penclivan vang digunakan
dalom penulisan ini adalah voridis sosiolopis, Hasil penelitian memperhibaiian, babwe implemenias sanksi
pikzi terladag perbusan peimakaian 1anoh uwnpa o yveng berhak wiae kusssnya vong diswr dalam Pasal o
Undang-undung MNomor 31 P Tahun 1960 di Pengadilon Negeri Kote Bore belum optimal. Hzl ini
dizebabkon di Pengadilan Megeri Bolo Bore menersphan sanks) pidang korungan dilem Pasal 6 lersebul
[ menjadi pidana Bersvoral, Bentek zanksi pidona vang diterapkze olel kakim Sagi vong erbakt melskuken
pecbustan permakaian Enah anpa iz yang berhak wosu koessnvs df Pengadilan Megeri Koto Baru adalah
pideng kurwngan, wetap pidana rerscbol dilaksanakan dengan saie masa pereobaan (dikenal juga deirgan pidana
| bersyurat). Kenadala yang diternan oleh hakim daliom peneropan Pasal o U ndong-andicong o 810 Prp Fahae
| datum persidangen di Pengoditan Meper Roto Bara adolah sulivg e menghadirken werdikwes g saks! secarn
lenghkap dalam pemerikszan di persidangan. Rendala lzinnye adulab hokim vang menangeani perkara
perbustan pidana pemakaian tanah lanpa on yang berhak mau kuasanva kurang mentabami bohasa vang
| digumkan oleh para pihok. Uniuk perbnikon penegakan hukum ke depan, dengan melihal banvaknya perkarn
[ pemakoion tonah tanps izin yong berhak alau keasanya yang wergadi di Kedo Bang, hokim diharopkon dopas
imempertimbanghan untok mencrapkan sanksi pidana sebagnimann vong terdapar 4i dolam Pasal & Undang-
| undsng Momor 31 Frp Tabhun 1960 wescbul Hakim sebaiknvo memberikan pertimbangan vang jelas dan

lenpkap dalam pelusannye jika hendak menerapkan pidana bersvarar dalam kasus-kasus pemakaian tanak

lanpa izin yang berhok atow kuasanyn don hokim vang memeriksa perkars pemakadan lainoh ienpa izin veng
|_berhak atau kuasanya ini diharapkan dopat mempelajar bahasa davrab selempat denpan cepat,
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BAB 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakange Masalah

Tanah memopakan permukaan bumi yvang sangat penting sckali bag
kehidupan mahluk hidup terutama bag  kehidupan manusia, karcna  tanah
diperpunakan selain untuk tempat tinggal juga dipergunakan untuk keperluan vang
lain seperti untuk perfanian, perkebunan, perikanan, dan keperluan lainnya. Tanah
merupakan bumi atau lapisan bumi vang di atas sekali.' Karena pentingnva fungsi
tanah bagl kehidupan manusia, maka perlu adanya sustu  pengaturan akan
pengpunaannya tersebut. D setiap negara dalam rangka mengatur tanah-tanah yang
ada dalam teritorialnya atau berada dalam wilavah kekuasaannya mempunyai mjuan
vang hendak dicapai vang disebul politik pertanaban. Politik pertanahan terscbut
dijabarkan lebih lanjut dalam bemok perateran perundang-undangan di bidang
perianaban.

Bagi negara Indonesia politik pertanahan nasional vang herlaku dirumuskan
dalam Pasal 33 avat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menvatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam vang terkandung i dalamnyva
dikuasai oleh negara dan dipergunakan unuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
Dari rumusan tersebut tujuan yang hendak dicapai bahwa tanah vang ada 47 seluruh

wilayah Republik Indonesia, sebesar-besarmya untuk kemakmwuran rakyar Yang

' Boedi Harsono, Huknm Agraria indenesia, Djambatan, Jakara, 2003, him 18,



dimaksud untuk kemakmuran rakyat adalah tanah-tanah di seluruh wilayah Indonesia
disediakan untuk memenuhi segala kebutuhan rakyat Indoncsia yang primer, meliputi:
1. Penvediaan tanah perumahan {wisma).
2. Penvediaan tanah untuk kegiatan usaha (karva) baik di kota mavpun di desa baik
vang dipergunakan pemerintah maupun swasta,
3. Penyedizan tanah untuk sarana perbubungan, pembuatan jalan dan lain-lainnya
{marga). |
4. Penvediaan tanah untuk sarana rekreasi dan lain-lainnya (suka).
5. Penyediaan tanah untuk pertahanan keamanan, kegiatan keagamaan, pendidikan,
kesenian, kebudayaan, 1lmu pengetahuan dan lain-lainnya (penyempurnaan).
Untuek  melaksanakan hal tersebut di atas, diperlukan suaiu perangkat
peraturan perundang-undangan yang tingkatannya berada dibawahnva Pada tanggal
24 September 1960 tegadilah perombakan di bidang hukum tanah dan hak-hak
perorangan atas tanah yang berlaku di Indenesia. Bahkan omng mengatakon pada
tanppal tersebul merupakan tonggak sejarah dibidang penanaban Indonesia, Karena
pada tanggal tersebut berbasil diakhin hukum tanah yang dualistik dan digantikan
depgan hukum tanah vang bersumber pada hukum adat vanp tidak tertulis melalui
Undang-1ndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Apgraria,
Dengan demikian hukum tanah pasional merupakan hukum tanab tunpgal dalam
bentuk tertulis dan berlaku di seluruh walayah Republik Indonesia, sebagai perwujudan
wawasan nusantara di bidang hukum, untuk menciptakan satu kesatuan hukum yang
mengabdi pada kepentingan nasienal.”
Dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin banyak, sementara di
pihak lain bidang fanah yang ada Gdak juga bertambah. serta ditambah lagi dengan

cepatnya laju pertumbuban pembangunan Jdi bidang industri dan perdaganpan,

mengakibatkan tansh yang tersedia semakin sempit dan hal ini tentu saja

* P. Spenario Basuki, (Faris Hesar Hkum  Taneh Indonede Londaven Mukuer Penrsaan doan
Pengpanaan Tandahk, FHUL Depok, 15395, him 2.
" Bocedi Harseno, Op 6 kim |
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mengakibatkan harpa tanah yang ada menjadi naik sangat tajam. Faktor-faktor yang
mempengaruhi harga tanah adalah ;

Lokasi tanah;

Jenis hak atas tanah;

Status penguasaan tanah;

Peruntukan;

Kesesualan penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah,
Prasarana yvang tersedia;

Fasilitas dan utilitas;

Lingkungan;

Lain-lain vang mempengaruhi harga tanah,®

M D b oh LA T e

Persoalan tentang tanah dalam pembangunan adalah persoalan yang menark
dan sekalipus unik, karena pembangunan nasional sanpat membutubkan tanah, tetapi
kebutuhan tersebut  tidak terlalu mudsh untuk  dipenuhi’ Dalam  kerangka
pembangunan nasional vang demikian i, diperlukan adanva pembanpunan jangka
panjang vang dilaksanakan secara beninhap, Seluruh pembangunan ind diarabkan untuk
meningkatkan taraf hidup dan kescjahteraan seluruh rakyat, sena meletakkan dasar
vang kuat untuk pembangunan tahap benkutnya. Salah sate segi pembanpgunan
nasional adalah berkaitan dengan kebijaksanaan pertanaban. Masalabh pertanahan
adalah masalah yang terkait langsung dengan rakvat. Sebab tanah merupakan
kebutuhan dasar (basic need) masvarakat secara keseluruhan ®

Tanah sebagai komoditas dan umumnya berada dan dikuasai scrta dimiliki
oleh perorangan yang belum tentu sepenuhnya bersedia menyerahkan tanahnya kepada
pemernntah vang akan membangun suatu provek leriente i oatas tansh vang
bersanghkutan, Perscalan ditambah dengan adanya spekulan tanah dan ¢alo tanah yang

dalam proses pembebasan tanah untuk pembangunan  terutama untuk  indusid,

* Muhadar, Fiktimivasi Kejaharan Pertanakan, Laksbang Pressindo, Yogyakara, 2006, him 1.
* ihid, iln 94,
U fhid, lilm &0,



perkantoran, perumahan dan lain-lainnya. Memaksakan orang untuk menyerahkan
tanahnya pada dasamya adalah scbuah perkesaan hak yang selain dilarang hukum
adat, juga tidak seharusnya terjadi dalam negara hukum.”

Oleh karena harga tanah yang kian har kian naik dan semakin mahal saja,
maka kejabatan yang berkaitan dangan tanah semakin meninpkat. Kondisi ini
mengakibatkan banyak orang yang tlergiur untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-
banyaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kadang-kadang mereka menghalalkan
berbagai macam cara seperti memalsukan surat-surat misalnya: surat-surat seriifika
atas tanah, pemalsvan akia jual beli dan melakukan kejahatan stellionaat, perampasan
tanah. penyerobotan tanah dan lain sebagainva,

Salah satu kasus yang terkait dengan perbuatan pemakaian tanah tanpa izin
vang herhak atau kvasanya. terjadi di Surmabava. Kasus ini tepatova di Sukoelile vane
melibatkan JF, salah scorang calo dan pelaku pengurus sertitikat di Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Surabaya bernama CW, KJ dan S5, Temyata bahwa beberapa
sertifikat tersebut dibuat berdasarkan keterangan palsu.®

Sclanjutnya kasus perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yvang berhak atau
kuasanya dan kejahatan steffionoar lain yang terjadi di Makasar adalah perbuatan
pemakaian tanah tanpa izin vang berhak atan kuasanya dan kejahatan sieflionaar vang
dilakukan oleh TG atas tanah vang terletak di Terminal Pasar Setral Makasar dan Jalan
Pasar Ikan.” Contoh kasus perbuatan pemakaian tanab tanpa izin vang berhak atau

Kuasanya dan kejabatan sfefliomaat yang legadi d Surabaya adalah tersangka FA, SN,

T thid, hhm 3,
: {hid, him 4,
©oAndi Hamzals {ed), Hutum Petarahion Indoredia, Rineka Cipla, Jukarta., 1994, him 75-76,



dan 85 yang menyerobot sebidang tanah seluas 4,8 Ha dan senilai Rp.61 Miliar milik
Tjahyadi vang terletak di Tambak Mayor.,"

Demikian juga halnya tindak pidana tersebut di Kabupaten Solok, dan data
yang ada di Penpgadilan Negen Koto Baru, perbuatan pemakaian tanah tanpa izin vang
berhak atau kuasanya yang terjad dan tahun ke tahun mengalami perubahan jumlah
angka pelanggaran. Diambil data dan tiga tahun belakangan, mulai dari tahun 20035
sampai 2007 dengan rincian kasus perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak
atau kuasanya vang masuk ke Pengadilan Megeri Koto Baru pada tahun 2005 terdapat
| kasus perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atan kuasanya, tahun 2006
terdapat 9 kasus perbuatan permakaian lanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya,
tahun 2007 terdapat 11 kasus perbuatan pemakajan tanah tanpa 1zin vang berhak atau
]':m=|*.~1:«tr|'_-.r'a.J '

Secarn yuridis normatif, terdapat larangan terbadap perbuatan pemakaian
tanzh tanpa izin yang berhak atau kuasanya telah ada penpaturannya di dalam Pasal 6
Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tetang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa
lzin Yang Berhak Atau Kuasanya {vang diundangkan pada tanpgal 14 Desember 1960,
LMN.RL Tahun 1960 No. 158, TLN.RI Tahun 1960 Mo.2106), vang berbunyi:

* Dengan tidek mengurangi berlakunya ketentvan dalam pasal 34 dan 5, maka
dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanva 3 {tiga) bulan
dan/atau denda sebanyak-banyvaknya RpS5.000,00 {lima ribu rupiah);

d. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya vang

sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan
:]111:;[3.[] dikecualikan mereka vang akan disclesaikan menurut pasal 5 ayal

b. Barangsiapa mengangeu vang berhak atau kussanya yang sah di dalam
menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

" Muahadar, £p.Cir, hlm 14.
STellionaal adalah kejahatan berupa pengelapan hak-hak atas barang-barang yang tidak bergerak,
‘! Hasil penelitian awal pada kepaniterzan pidana di Pengadilun Negeri Eoto Baru Tanggal 4
Januari 2008.
3



. daranesiapa menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan
dengan lisan atan tulisan untuk melakukan perbuatan vang dimaksud
dalam pasal 2 ataw sub b dari ayat (1} posal ing;

d. Barangsiapa memberikan bantuan dengan cara apa pun juga untuk
melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b ayat (1) pasal

- A3

1ni.
Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomeor 51 Prp Tahun 1960 ini dapat

diterapkan ketika adanya pemakaian tanah tanpa izin vang berhak atau kuasanya itu
terjadi, Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 6 Undang-undang Momor
51 Prp Tahun 1960 ini adalah hak-hak atas tanah vang terdapat di dalam undang-
undang pokok agraria dan hak-hak atas tanah menurut hukum adat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis
sknipsi iml dan mengambil judul: Implementasi Sanksi Pidana Pada Pelanggaran
FPasal & Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa lzin Yangz Berhak Atan Kuasanva (Studi Kasus i

Pengadilan Negeri Kelas 11 Koto Baru)

. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan dan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diromuskan
permasalahan vang akan diteliti vaim:

1. Bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap perbuatan pemakaian tanah tanpa
izin yang berhak atau kuasanva dalam Pasal 6 Undang-undang MNomor 51 Prp
Tahun 1960 di Pengadilan Negen Koto Baru?

2. Bagaimana bentuk sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim bapi yang terbukti
melakukan perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau koasanya di

Pengadilan Negeri Koto Bara?



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan

sehagai berikut:

1.

Implementasi sanksi pidana terhadap perbuatan pemakaian tanah tanpa izin vang
berhak atau kuasanva yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Mo, 31 Prp
Tahun 1960 di Pengadilan MNegeri Koto Baru tidak terlaksana, Dimana dalam
Pasal & ayat (1) Undang-undang No. 51 Prp Tabun 1960, bentuk sanksi pidana
terhadap pelaku perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yanp berhak atw
kuasanya adalah pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda sebanvak-
banyaknya Rp3.000.- {lima ribu rupiah). Akan tetapi di Pengadilan Negeri Koto
Baru sanksi pidana vang ditcrapkan terhadap pelaku perbuatan pemakaian tanak
tanpa izin yang berhak atau kussanya hanyalah berupa pidana bersvarat. Hal ini
dapat kita lihat pada perkara yang masuk ke Penpadilan Negeri Koto Baru dard
tahun 2005-2007, dimana dari 21 perkara yang ada, hakim menerapkan pidana
kurungan kepada pelaku perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau
kuasunya, tetapi pidana tersebut diganti lagi menjadi pidana bersyarat,

Bentuk sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim bagi yang terbukti melakukan
perbuatan pemakaian tanah tanpa izin vang berhak atau kuasanya di Pengadilan
Negeri Koto Baru adalah pidana bersyarat. dimana pelaku dalam jangka wakiu

vang telah ditentukan oleh hakim tidak boleh melakukan tindak pidana.

fah
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